PROVINGI BALI

KEFUTUSAN BUPFATI JEMBRANA
NOMOR 2% /DIKPORAPARBUD/ 2015

TENTANG

PENDARIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGER! GILIMANUK

KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa lkeberadaan Taman Kanak-Kanak Negeri bertujuan

Mengingat

untuk meningkatkan dayas tampung Anak Usia Dini [0-6
tahun}, serta dalam rangka meningkatkan akses pendidikan,
pemeratsan. mempercleh  pendidikan dan mendekatkan
pelayanan  pendidikan  kepada masyarakat di  Kabupaten
Jembrana;

- bahwa dalam menmnmpkatkan akses Pendidilean Anak Usia Dini

{PAUD} sebagai salah saty satuan pendidikan dalam Sistem
FPendidikan Nasionel, perlu menetapkan Pendinan Taman
Kanak-kanak Negeri Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana;

- babws berdasarkan periimbangan sebapaimana dimaksud

dalam bhuni’ a dan buruf b, periu menclapkan Kcputusan
Hupati tentang Pendirign Taman Kaznak -Kanak Negeri
Gilimapuk Kecamatan Melaya Kabusalen Jembrana;

-Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 11 dalam Wilayah [Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggarz Barat an Nusa Tenggara Timur
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotismme {Lembaran MNegara Repukblik !ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 2331},

. Undang-Undany Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidiktan Nasional |Lembaran Negarsn Repubhk [ndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemberan Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan Antarg Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Teshun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587), sebapaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor Y Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerch {Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679);

6. Peratiiran  Pemerintah Nomer 27 Tehun 1960 entang
Pendidikan Prasckolah ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 344 1):

¥. Peraturan Pemerintah Nomor 1% Tahun 200% tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembarsn Negara Repuhlik
Indoneaia Nomor 4406);

& Peraturan  Pemerinteh  Momor 58  Tabun 2008 temtang
Pengelolaan Keuvangan Dasrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4573):

4. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia MNomor 5105},
2ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah
Nomor 1Y  Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomnor S157);

10, Peraturan Menteri Pendidikan Naswonal Nomer 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan:

1), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 20059
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

12, Perataran Menteri Dalam Negeri Memor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah [Berita Negarse Republik
Indonegia Tahiun 2014 Nomor 32);

13, Peraturan Menten. ..



13.

14,

12,

Menetapkan ;

KESATU

KEDUA

KETIGA :

KEEMPAT
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pondidikan Anak Usia
Dini {Berita Negare Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
1279

Pergturan Daecrah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dagrah {Lembaran
Diaerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomeor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kebupaten Jembrana Nomor 2} sebagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Deerah Kabupaten Jembrana
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubaban Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuanpan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 20172 MNomer 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomear 24);

Peramiran Daerah Kabupaten Jembrana Nomeor |5 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi cdan Tata Kerja Perangkat
Paerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah kabupaien
Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kahupaten Jembrana Nomor 15}

MEMUTLUSKAN

Pendirian Taman Kanak-Kanak Megeri Gilimanuk Kecamatan
Melaya Kabupaten Jembrana.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas dan Tata Kerja
Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk sehagaimana dimaksud
dalam diktum XKESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan.

Pengelolaan aset, tenaga pendidik, peserta didik dan proses
pembelajaran sejak ditetapkannya Pendirian Taman Kanek-
Kanak Negeri Gllimanuk sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemude
Olahrage Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

Kepala Dinas Pendidiken Pemuda Olahraga Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jembrana melakukan Fembinaan
administrasi dan teknis terhadap laman Kanak-Kanak Negeri
Gilirnanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sesual
dengan ketennian Peraturan Perundang-Undangan,

KELIMA ;...
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KELIMA ;' Keputusan Bupsti ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.

_Adifetapkan di Negars
LMBRANA,

Temgggg n disampaikan kepada Yth, !
. Direktar Jenderal Pendidikan Anak Usig i Monformal dan Informal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
Cubernur Bali di Denpasar.

Hepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Glakraga Provinsi Bali di Denpasar.
Walal Bupeti Jembraita di Negara,

Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.

Sekretaris Daerah Kebupaten Jembrana di Negara,

Inspeictur Kabupaten Jembrans di Negara.

Kepala Dinas/Badan/Kanter/Satuan /Bagian di lingkungan

Pemerintah: Kabupatetr Jembrana di Negara.

Fara Camat se-Kabupaten Jembrana.

IEI Kepala Sekoleh bersanpginutan untuk diketahud,
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